
BUPATI KARANGANYAR 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 
NOMOR TAHUN 2016 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA 
BUPATI KARANGANYAR, 

bahwa dengan d iundangkannya Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang 
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 
Tahun 2015 tentang Kepala Desa per lu d iubah; 

bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 
d imaksud dalam h u r u f a, per lu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 
tentang Kepala Desa; 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
L ingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah d iubah beberapa ka l i terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

Menimbang : a. 

b. 

Mengingat : 1. 

2. 

4. 

5. 



6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 
sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 T a h u n 2015 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 
Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan 
Pemberhentian Kepala Desa; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 
T a h u n 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar 
Nomor 44); 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

dan 

BUPATI KARANGANYAR 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 
NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 Kepala Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karanganyar Nomor 44), d iubah sebagai ber ikut : 

1. Ketentuan angka 1, angka 2, angka 6, angka 10, 
angka 14, angka 22, dan angka 24 d iubah, dan 
diantara angka 18 dan angka 19 dis is ipkan 1 (satu) 
angka yakni angka 18A, sehingga Pasal 1 berbunyi 
sebagai ber ikut : 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah in i yang d imaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupat i sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan u r u s a n Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah otonom. 



3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 
u rusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
menyelenggarakan u rusan Pemerintahan menuru t 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan pr insip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan pr insip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
d imaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Bupat i adalah Bupat i Karanganyar. 

5. Kecamatan adalah bagian wi layah dar i Daerah yang 
d ip imp in oleh Camat. 

6. Camat adalah Kepala Kecamatan d i wi layah Daerah 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupat i melalui Sekretaris Daerah. 

7. Desa adalah kesatuan masyarakat h u k u m yang 
memi l ik i batas wi layah yang berwenang u n t u k 
mengatur dan mengurus u r u s a n Pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usu l , dan/atau hak 
tradis ional yang d i aku i dan d ihormat i dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republ ik Indonesia. 

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa d ibantu 
Perangkat Desa sebagai u n s u r penyelenggara 
Pemerintahan Desa. 

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 
mempunya i wewenang, tugas, dan kewajiban u n t u k 
menyelenggarakan r u m a h tangga Desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah. 

11 . Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya 
dis ingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan 
fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan 
wak i l dar i penduduk Desa berdasarkan 
keterwaki lan wi layah dan di tetapkan secara 
demokratis. 

12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, 
Pemerintah Desa, dan u n s u r masyarakat yang 
diselenggarakan oleh BPD u n t u k menyepakati hal 
yang bersifat strategis. 

13. Peraturan Desa adalah Peraturan 
Perundang-undangan yang d i te tapkan oleh Kepala 
Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 

14. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang 
bersifat konkr i t , ind iv idua l , dan f inal. 

15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa adalah 
Panitia yang d ibentuk oleh BPD u n t u k 
menyelenggarakan proses Pemil ihaan Kepala Desa. 



16. Panitia Pemil ihan Kepala Desa T ingkat Kabupaten 
adalah Panitia yang d ibentuk Bupa t i pada t ingkat 
Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan 
pemi l ihan Kepala Desa. 

17. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa 
yang telah di tetapkan oleh Panitia Pemil ihan Tingkat 
Desa sebagai calon yang berhak d ip i l ih menjadi 
Kepala Desa. 

18. Calon Kepala Desa Terpi l ih adalah Calon Kepala 
Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam 
pelaksanaan Pemil ihan Kepala Desa. 

8A. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan 
dan telah memenuhi persyaratan u n t u k 
menggunakan hak p i l ih dalam pemi l ihan Kepala 
Desa. 

19. Daftar Pemil ih adalah daftar nama Penduduk Desa 
yang d i susun menuru t abjad u n t u k masing-masing 
RT pada wilayah Dusun . 

20. Har i adalah har i kerja. 

2 1 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya dis ingkat APBD adalah rencana 
keuangan t ahunan Pemerintah Daerah yang 
d i te tapkan dengan Peraturan Daerah. 

22. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dis ingkat PNS 
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 
syarat ter tentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatus 
Sipi l Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat 
pembina kepegawaian u n t u k m e n d u d u k i j abatan 
pemerintahan. 

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang 
selanjutnya dis ingkat APBDesa adalah rencana 
keuangan t ahunan Pemerintahan Desa. 

24. Perangkat Desa adalah u n s u r staf yang membantu 
Kepala Desa dalam penyusunan kebi jakan dan 
koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, 
dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam 
pelaksanaan kebi jakan yang d iwadahi dalam bentuk 
pelaksana teknis dan u n s u r kewilayahan. 

2 5. D u s u n adalah bagian wi layah dalam Desa yang 
merupakan l ingkungan kerja pelaksanaan 
Pemerintahan Desa. 

26. R u k u n Tetangga yang selanjutnya dis ingkat RT 
adalah lembaga kemasyarakatan yang d ibentuk 
warga setempat, u n t u k memel ihara dan 
melestar ikan n i la i -n i la i keh idupan yang 
berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, serta 
u n t u k membantu meningkatkan kelancaran tugas 
Pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan d i 
Desa, meningkatkan peran serta masyarakat dalam 
pembangunan. 



27. R u k u n Warga yang selanjutnya dis ingkat RW adalah 
lembaga kemasyarakatan yang d ibentuk dar i 
beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan 
kegiatan RT. 

28. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya 
dis ingkat DPS adalah daftar nama penduduk Desa 
yang memenuhi persyaratan sebagai pemi l ih dalam 
pemi l ihan Kepala Desa yang d i susun menuru t abjad 
u n t u k masing-masing RT pada wi layah Dusun . 

29. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya dis ingkat DPT 
adalah daftar pemi l ih yang telah di tetapkan oleh 
Panitia Pemil ihan Kepala Desa t ingkat Desa sebagai 
dasar penentuan identitas pemil ih dan j u m l a h 
pemil ih dalam pemi l ihan Kepala Desa. 

30. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya 
dis ingkat TPS adalah tempat d i laksanakannya 
pemungutan suara. 

3 1 . Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemil ih 
yang d i susun berdasarkan usu lan dari pemi l ih , 
karena yang bersangkutan be lum terdaftar dalam 
DPS. 

Ketentuan Pasal 22 d iubah, sehingga berbunyi sebagai 
ber ikut : 

Pasal 22 

(1) Calon Kepala Desa wajib memenuh i persyaratan 
sebagai ber ikut : 
a. warga negara Republik Indonesia; 
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 1945, serta 
mempertahankan dan memel ihara keu tuhan 
Negara Kesatuan Republ ik Indonesia dan 
Bhinneka Tunggal Ika; 

d. berpendidikan pal ing rendah tamat Sekolah 
Menengah Pertama atau sederajat; 

e. berusia pal ing rendah 25 (dua p u l u h lima) t a h u n 
pada saat mendaftar; 

f. bersedia d icalonkan menjadi Kepala Desa; 
g. d ihapus; 
h . t idak sedang menjalani h u k u m a n pidana 

penjara; 
i . t idak pernah d i ja tuh i p idana penjara 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunya i kekuatan h u k u m tetap karena 
me lakukan t indak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara pal ing singkat 5 (lima) t ahun 
atau lebih, kecual i 5 (lima) t a h u n setelah selesai 
menjalani pidana penjara dan mengumumkan 
secara j u j u r dan terbuka kepada pub l i k bahwa 
yang bersangkutan pernah dip idana serta b u k a n 
sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; 



j . t idak sedang dicabut hak p i l ihnya sesuai dengan 
pu tusan pengadilan yang telah mempunya i 
kekuatan h u k u m tetap; 

k. berbadan sehat yang d i b u k t i k a n dengan surat 
keterangan dar i Rumah Sakit U m u m Daerah; 

1. bebas narkoba yang d i buk t i kan dengan 
keterangan Dokter Rumah Sakit U m u m Daerah; 
dan 

m. t idak pernah menjabat sebagai Kepala Desa 
selama 3 (tiga) ka l i masa jabatan. 

(2) Calon Kepala Desa terp i l ih dan d i te tapkan menjadi 
Kepala Desa te rh i tung mu la i tanggal pe lant ikan 
sebagai Kepala Desa, harus bertempat tinggal d i 
Desa setempat. 

Pasal 47 dihapus. 

Ketentuan Pasal 49 d iubah, sehingga berbuny i sebagai 
ber ikut : 

Pasal 49 

(1) Kepala Desa dapat d iberhent ikan sementara oleh 
Bupat i , karena : 
a. t idak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala 

Desa; 
b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa; 
c. d inyatakan sebagai terdakwa yang diancam 

dengan pidana penjara pal ing singkat 5 (lima) 
t a h u n berdasarkan register perkara d i 
Pengadilan; dan 

d. Di te tapkan sebagai tersangka dalam t indak 
pidana korups i , teroris, makar, dan/atau t indak 
pidana terhadap keamanan Negara. 

(2) Kepala Desa yang t idak melaksanakan kewajiban 
dan melanggar larangan sebagaimana d imaksud 
dalam Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 46, sebelum 
d iberhent ikan sementara d ikenai sanksi 
admin is t ra t i f berupa peringatan ter tu l is . 

(3) Peringatan tertul is sebagaimana d imaksud pada 
ayat (2), d i l akukan oleh : 
a. peringatan pertama oleh Camat; dan 
b. peringatan Kedua oleh Bupat i . 

(4) Apabila Kepala Desa t idak dapat menyelesaikan 
permasalahannya dalam jangka w a k t u 1 (satu) 
bu lan setelah peringatan pertama oleh Camat, maka 
Bupa t i member ikan peringatan kedua berdasarkan 
laporan Camat. 

(5) Apabila Kepala Desa t idak dapat menyelesaikan 
permasalahannya da lam jangka w a k t u 15 (lima 
belas) Har i setelah peringatan kedua, maka Bupat i 
dapat memberhent ikan sementara atas usu lan BPD. 



(6) Dalam hal BPD tidak mengusulkan pemberhentian 
sementara dalam jangka w a k t u 10 (sepuluh) Har i 
setelah berakhirnya jangka w a k t u penyelesaian 
setelah peringatan kedua, BPD dianggap telah 
mengusulkan pemberhentian sementara Kepala 
Desa. 

(7) Pemberhentian sementara sebagaimana d imaksud 
pada ayat (6) pal ing lama 6 (enam) bu lan . 

(8) Dalam hal pemberhentian sementara sebagaimana 
d imaksud pada ayat (7), Kepala Desa t idak dapat 
menyelesaikan permasalahannya, maka Bupat i 
menetapkan pemberhentian Kepala Desa dengan 
mekanisme sebagaimana d imaksud dalam Pasal 48 
ayat (4). 

(9) Dalam hal Kepala Desa d iberhent ikan sementara 
sebagaimana d imaksud pada ayat (5), Sekretaris 
Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala 
Desa. 

5. Pasal 50 dihapus. 

6. Ketentuan Pasal 51 d iubah, sehingga berbunyi sebagai 
ber ikut : 

Pasal 51 

Kepala Desa yang d iberhent ikan sementara 
sebagaimana d imaksud dalam Pasal 49 h u r u f c dan 
h u r u f d, d iberhent ikan oleh Bupat i setelah dinyatakan 
sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan h u k u m tetap. 

7. Pasal 52 dihapus. 

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 53 d iubah , sehingga berbunyi 
sebagai ber ikut : 

Pasal 53 

(1) Kepala Desa yang d iberhent ikan sementara 
sebagaimana d imaksud dalam Pasal 49 h u r u f c dan 
h u r u f d, setelah melalui proses peradi lan ternyata 
t e rbuk t i t idak bersalah berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunya i kekuatan h u k u m 
tetap, pal ing lama 30 (tiga puluh) Hari sejak 
penetapan putusan pengadilan d i ter ima oleh Kepala 
Desa, Bupat i merehabil i tasi dan mengakti fkan 
kembal i Kepala Desa yang bersangkutan sebagai 
Kepala Desa sampai dengan akh i r masa jabatannya. 

(2) Apabila Kepala Desa yang d iberhent ikan sementara 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) telah berakhir 
masa jabatannya, Bupat i harus merehabil i tasi nama 
baik Kepala Desa yang bersangkutan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
rehabi l i tasi sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
d ia tur dengan Peraturan Bupat i . 



9. Ketentuan Pasal 54 d iubah, sehingga berbunyi sebagai 
ber ikut : 

Pasal 54 

Dalam ha l Kepala Desa d iberhent ikan sementara 
sebagaimana d imaksud dalam Pasal 49 h u r u f c dan 
h u r u f d, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan 
kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan 
pengadilan yang telah mempunya i kekuatan h u k u m 
tetap. 

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 55 d iubah, sehingga berbunyi 
sebagai ber ikut : 

Pasal 55 

(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang 
berhent i sebagaimana d imaksud da lam Pasal 48 
ayat (1) h u r u f a dan h u r u f b, dan d iberhent ikan 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 48 ayat (2) 
h u r u f b, h u r u f c, h u r u f d, h u r u f f, dan h u r u f g, dan 
sebagaimana d imaksud dalam Pasal 51 t idak lebih 
dar i 1 (satu) t ahun , Bupat i mengangkat PNS dar i 
Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa 
sampai dengan terpi l ihnya Kepala Desa. 

(2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, 
wewenang, dan kewajiban, serta memperoleh hak 
yang sama dengan Kepala Desa. 

11 . Ketentuan ayat (1) Pasal 56 d iubah , sehingga berbunyi 
sebagai ber ikut : 

Pasal 56 

(1) Da lam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang 
berhent i sebagaimana d imaksud da lam Pasal 48 
ayat (1) h u r u f a dan h u r u f b, dan d iberhent ikan 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 48 ayat (2) 
h u r u f b, h u r u f c, h u r u f d, h u r u f f, dan h u r u f g, 
serta sebagaimana d imaksud dalam Pasal 51 lebih 
dar i 1 (satu) t ahun , Bupat i mengangkat PNS dari 
u n s u r Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala 
Desa sampai terp i l ihnya Kepala Desa yang baru 
berdasarkan hasi l Musyawarah Desa. 

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, 
dan hak Kepala Desa sampai dengan di tetapkannya 
Kepala Desa definitif. 

(3) Kepala Desa definit i f sebagaimana d imaksud pada 
ayat (2) d ip i l ih melalui Musyawarah Desa yang 
memenuhi persyaratan sebagaimana d imaksud 
dalam Pasal 22. 

(4) Musyawarah Desa sebagaimana d imaksud pada 
ayat (3) d i laksanakan pal ing lama 6 (enam) bulan 
sejak Kepala Desa d iberhent ikan. 



(5) Kepala Desa yang d ip i l ih mela lui Musyawarah Desa 
sebagaimana d imaksud pada ayat (3) melaksanakan 
tugas Kepala Desa sampai dengan habisnya sisa 
masa j aba tan Kepala Desa yang d iberhent ikan. 

Pasal I I 

Peraturan Daerah in i mu la i ber laku pada tanggal 
d iundangkan . 
Agar setiap orang mengetahuinya, memer intahkan 
pengundangan Peraturan Daerah i n i dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Karanganyar. 

Di te tapkan d i Karanganyar 
pada tanggal dio S^UM^y^ 4A^& 

fc/BUPATI .KARANGANYAR,/ 

CJULIYATMONO 

Diundangkan d i Karanganyar 
pada tanggal JU^-S^^ 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, 

ARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR /c£ 

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, 
PROVINSI JAWA TENGAH : (12/2016) 



H u r u f f 
Surat pernyataan bersedia d icalonkan 
menjadi Kepala Desa yang d ibuat oleh yang 
bersangkutan diatas kertas segel a tau 
bermaterai cukup . 

H u r u f g 
Cukup jelas. 

H u r u f h 
Surat keterangan dar i Ketua Pengadilan 
Negeri bahwa t idak sedang menjalani 
h u k u m a n pidana penjara. 

H u r u f i 
Surat keterangan dar i Ketua Pengadilan 
Negeri bahwa t idak pernah d i ja tuh i pidana 
penjara berdasarkan pu tusan pengadilan 
yang telah mempunya i kekuatan h u k u m 
tetap, karena me lakukan t indak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara pal ing 
singkat 5 (lima) t a h u n atau lebih. 

H u r u f j 
Surat keterangan dari Ketua Pengadilan 
Negeri bahwa t idak sedang dicabut hak 
p i l ihnya sesuai dengan putusan pengadilan 
yang telah mempunya i kekuatan h u k u m 
tetap. 

H u r u f k 
Berbadan sehat d i b u k t i k a n dengan surat 
keterangan dar i Rumah Sakit U m u m Daerah. 

H u r u f 1 
Bebas narkoba d i bu tk i kan dengan surat 
keterangan dari Rumah Sakit U m u m Daerah. 

H u r u f m 
Surat keterangan dari Pemerintah Daerah 
dan surat pernyataan dar i yang 
bersangkutan bahwa t idak pernah menjadi 
Kepala Desa selama 3 (tiga) kal i masa 
jabatan. 

Ayat (2) 
C u k u p jelas. 

3. Pasal 49 
Cukup jelas. 

4. Pasal 51 
C u k u p jelas. 

5. Pasal 53 
C u k u p jelas. 

6. Pasal 54 
C u k u p jelas. 

7. Pasal 55 
A y a t ( l ) 

Yang d imaksud dengan " t idak lebih dari 1 (satu) 
t a h u n " adalah 1 (satu) t a h u n atau kurang . 

Ayat (2) 
C u k u p jelas. 



8. Pasal 56 
A y a t ( l ) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

C u k u p jelas. 
Ayat (3) 

Yang d imaksud dengan "musyawarah Desa" 
adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh 
BPD, khusus u n t u k pemi l ihan Kepala Desa an tar 
w a k t u (bukan musyawarah BPD), ya i tu mu la i 
dar i penetapan calon, pemi l ihan calon, dan 
penetapan calon terp i l ih . 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Masa jabatan Kepala Desa yang d ip i l ih melalui 
Musyawarah Desa t e rh i tung sejak yang 
bersangkutan d i lant ik oleh Bupat i a tau Pejabat 
yang d i tun juk . 

Pasal I I 
C u k u p jelas. 
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